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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYERTAAN PENYALAHGUNAAN USAHA
PERKOPERASIAN DENGAN MODUS
MENAIKKAN SUKU BUNGA
(Studi Putusan Nomor: 235/Pid. Sus/2014/PN. Lmj)

Oleh

BAGUS KURNIAWAN

Mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana,
yaitu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pidana, memiliki kemampuan
bertanggung jawab perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, serta
tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Rumusan
masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha
perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi Putusan Nomor:
235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj) dan apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim
menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut, Terdakwa Hery Santoso Al. Henfa yang menjabat sebagai
Manajer Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Sejahtera oleh Penuntut Umum
didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10 Tahun
1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta
melanggar Pasal 378 KUHP  tentang Penipuan dan 372 KUHP tentang
Penggelapan. Selanjutnya oleh Majelis Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Hal demikian menimbulkan suatu isu hukum yang kemudian oleh penulis dikaji
dari 2 (dua) perspektif yaitu, pertanggungjawaban pidana, dan Dasar pertimbangan
Hakim.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan
melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada



Bagus Kurniawan
skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan
sample menggunakan metode purposive sampling, setelah data terkumpul, maka
diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan Kklasifikasi data dan
sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan
hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Oleh
karenanya, dalam mengkaji isu hukum dalam skripsi ini mengacu pada peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, beserta doktrin-doktrin para ahli hukum
yang relevan guna menguraikan, menjabarkan, serta menjelaskan konsep sehingga
menjadi landasan dalam pembahasannya. Selanjutnya, dalam penelitian hukum ini
penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan (1) bahwa
berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, pada dasarnya
tidaklah sesuai dan menyimpangi ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. selama persidangan terbukti melakukan kesalahan
melanggar pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) UURI No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan perbuatan terdakwa
telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dan penipuan pasal 372 KUHP tentang
Penggelapan dan pasal 378 KUHP tentang Penipuan, serta tidak ditemukannya
alasan pemaaf terhadap perbuatan terdakwa. (2) Dasar pertimbangan hakim,
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan penilaian fakta-fakta serta
bukti yang sah selama persidangan hakim, dengan mempertimbangkan hal-hal yang
meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa. Mengenai saran (1)
Masyarakat dalam hal ini harus memperhatikan dan tidak mudah terpengaruh
dengan ajakan berbagai oknum yang menawarkan untuk berinvestasi atau
menyimpan sebagaian uangnya dengan ketetapan suku bunga tinggi terhadap segala
bentuk kegiatan usaha seperti koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak
sesuai dengan Undang-undang Perbankan. (2) Hakim dalam memutus suatu perkara
yang ditanganinya agar tidak keliru dan bersungguh-sungguh dalam memutus
perkara, karena dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berpekara
dipengadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penyertaan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga. Menurut Penjelasan Umum UUD
1945, khususnya penjelasan tentang Sistem Pemerintahan Negara dinyatakan:
Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, artinya: “Negara Indonesia

berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang
seimbang, artinya ada kesinambungan diantara kepentingan individu, kepentingan
masyarakat dan kepentingan penguasa. Indonesia sebagai negara hukum menganut
asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 vyaitu:

1) Asas ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum
nasional yang anti agama dan anti ajaran agama

2) Asas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin,
melindungi hak asasi manusia

3) Asas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus
merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia,
berfungsi sebagai pemersatu bangsa.



4) Asas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum
yang adil dan demokratis.

5) Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai
hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan asas-asas diatas, segala tindakan yang melanggar hukum harus segera

ditindak lanjuti dengan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang

relevan dan tegas untuk mengaturnya, seperti halnya dengan kejahatan penipuan

dan penggelapan yang diatur dalam buku Il Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Kejahatan penggelapan dan penipuan dalam bentuknya yang pokok

masing-masing diatur dalam pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.! Selanjutnya penjelasan Pasal 33 tercantum dasar demokrasi
ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu, perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan memperhatikan
kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting
dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam

mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis,

1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010,
him. 151.



kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Mengenai perkoperasian sudah jelas
dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Sebagai urat nadi
perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka
masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara
umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela
mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi
mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Undang-undang ini menegaskan
bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran
Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggungjawab

Pemerintah.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan
usaha perkoperasian dengan modus menaikkan nilai suku bunga agar menarik
orang untuk menyimpan sejumlah uang serta dalam menjalankan usaha
perkoperasiannya telah memberi simpanan berjangka kepada masyarakat yang
bukan merupakan anggota koperasi simpan pinjam tersebut, sedangkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
simpan pinjam oleh koperasi pasal 1 angka 1 menyebutkan:

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk
menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari

dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang
bersangkutan, koperasi unit lain dan atau anggotanya.”



Jadi prinsip yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut adalah dana yang
dihimpun haruslah berasal dari anggota koperasi dan untuk disalurkan hanya
kepada anggota koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dalam pasal 89 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang tentang perkoperasian meliputi
kegiatan:

a) menghimpun dana dari Anggota;

b) memberikan Pinjaman kepada Anggota

¢) menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya

Menurut pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun

1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin
usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).”

Banyak kauntungan dari koperasi, akan tetapi koperasi juga memiliki permasalahan
yang dihadapi di dalam praktiknya. Banyak dalam praktiknya koperasi di Indonesia
yang bermasalah, dapat dilihat dari penegakan hukum pidana terhadap kasus
penggelapan dan penipuan dengan cara menetapkan suku bunga yang melebihi
suku bunga Indonesia dengan tujuan untuk menarik dana masyarakat sebanyak
mungkin untuk kepentingan pribadi yang disidangkan di Pengadilan Negeri
Lumajang terkait tindak pidana penyertaan penyalahgunaan uasaha perkoperasian

dengan modus menaikkan suku bunga (Putusan Pengadilan Nomor:

235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).



Kasus itu bermula dari Terdakwa Hery Santoso Alias Henfa pada tanggal 10
Oktober 2009 telah diangkat oleh saksi Suntolib selaku Pengurus Koperasi Simpan
Pinjam Anugerah Sejahtera dengan jabatan sebagai Manajer Kantor Koperasi, dan
terdakwa selaku manajer melakukan kegiatan usaha praktek perbankan Simpanan
Berjangka selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dari saksi korban Teguh
Budi Darmawan yang bukan merupakan anggota koperasi tersebut dengan
ketetapan suku bunga 15% pertahun. Pada tanggal 23 Juli 2012 saksi korban
menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh
juta rupiah) sehari kemudian saksi korban menyerahkan lagi uang kepada terdakwa
sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sehingga uang saksi korban yang
berada pada terdakwa dalam bentuk simpanan berjangka adalah sebesar Rp.
250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian uang saksi
korban tersebut jatuh tempo pada tanggal 23 Juli 2013. Pada saat jatuh tempo dari
simpanan berjangka milik saksi korban terdakwa tidak dapat melunasi atau
membayarkan uang tersebut, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban
mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta
rupiah).Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana perbankan sebagaimana pasal 16 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim
menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun. Namun Majelis Hakim mempunyai
pendagat sendiri, terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima)
tahun.

Menurut Kopong Paron Pius Bahwa setiap koperasi wajib tunduk pada Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, namun apabila koperasi
tersebut menjalankan Perbankan harus ijin Pimpinan Bank Indonesia.® Koperasi
dijalankan tidak sesuai dengan dasar koperasi dan ketentuan Undang Undang, serta
ada yang tidak memiliki izin dari Kementerian Koperasi dan UKM atau tidak
berbadan hukum. Koperasi harus berbadan hukum, jika dalam praktiknya ada
koperasi yang berjalan tanpa izin atau tidak berbadan hukum maka koperasi
tersebut akan dibubarkan dan diberi sanksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam

Pasal 4 yang berbunyi bahwa:

2 Baca dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lm;.
3 Hasil Wawancara dengan Kopong Paron Pius, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Senin
24 Juni 2019



“Pendirian lembaga keuangan mikro paling sedikit harus memenuhi syarat:
berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin, selain itu juga
terdapat dalam Undang-undang Perkoperasian dalam Pasal Sembilan (9) sampai
dengan empat belas (14) yang mengatur tentang status badan hukum koperasi.”

Unsur wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank
Pengkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Bahwa izin dimaksut
merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga,
dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.* Izin diartikan

sebagain pernyataan mengabulkan (tiada melarang), persetujuan membolehkan.®

Menurut Kopong Paron Pius, saksi ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas
Jember berpendapat bahwa pertanggungjawaban pengurus secara kolektif namun
jika pengurus memberi kuasa pada pengelola, maka yang bertanggungjawab adalah
pengurus dan pengelola koperasi tersebut dan pengurus masih wajib
mempertanggungjawabkan kesalahan manager karena manager diangkat dan

diberhentikan oleh pengurus koperasi.®

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian
untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan
Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian Dengan Modus Menaikkan Suku Bunga

(Putusan Nomor 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)”

4 Philipus M. Hajon, Pengantar Hukum Perijinan, Surabaya:Yuridika, 1993, him.2.

> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Balai Pustaka Jakarta, 1991, him.391.

® Hasil Wawancara dengan Kopong Paron Pius, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Senin
24 Juni 2019



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini,
yaitu:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan
suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)?

b. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap
pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan
modus  menaikkan suku bunga (Studi putusan PN  Nomor:

235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)?

2. Ruang lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis
ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian
dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN Nomor:
325/Pid.sus/2014/PN. Lmj). Sedangkan ruang lingkup penelitian akan dilakukan
pada bulan Juni 2019 diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dan

Kejaksaan Negeri Lumajang Republik Indonesia

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah

sebagai berikut :



a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
penyertaan penyalahgunaan uasaha perkoperasian dengan modus menaikkan
suku bunga (Studi putusan PN Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj)

b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan
usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga (Studi putusan PN
Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan
praktis:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya tindak pidana
penggelapan dan penipuan di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan
beberapa permasalahan tentang penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan
modus  menaikkan  suku  bunga  (Studi putusan PN  Nomor
235/Pid.sus/2014/PN.Lmj).

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi
rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana
khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat umum
mengenai  Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana
penyertaan penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan

suku bunga.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas),
yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangkan dengan asas
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menuntup kemungkinan adanya pertanggungjawaban
pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict
liability). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai
dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak

dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahakan kepadanya.’

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus
digunakan untuk mewujdkan masyarakat adil dan makmur. Hukum pidana
tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak
dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang
negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi
terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting)

dalam melaksanakannya.®

" Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 23.

8 Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta,
Bina Aksara, him. 49.
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Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan
terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.
Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan.
Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang
mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak
mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana
sikap berbahaya.

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,
adapun hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijakan,
kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam

caranya melakukan perbuatan.®

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan
aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.’® Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
seseorang dapat setidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:
a) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
b) Hubungan bathin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan
c) perbuatannya, berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).

d) Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau
kesalahan bagi pembuat.*!

® Ibid, him. 49

10 Spesilo, R. 1999. KUHP Serta Komentar-komentarnyanya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal.
Politeia. Bogor.

1 Sudarto. 1997, Hukum pidana. Yayasan Sudarto. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang
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2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan
oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,

yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbanngan antara syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan
dengan perkara, antara lain adanya keseimbangan yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau

kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan Putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan
dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau
dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara.
Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih

ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam
kaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi

dari putusan hakim.
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d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapi perkara-perkara yang dihadapinya
sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat
mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu

perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.*?

e. Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi
yang jelas untuk menegakkan hukum dalam memberikan keadilan bagi para

pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan
Sebenarnya teori ini berkeneen dengan putusan hakim dalam perkara
dipengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan ini menekankan rasa cinta
terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam,
dipupuk, dan dibina. Selanjutnya teori ini menekankan bahwa pemerintah,
masyarakat dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina,
mendidik, dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna

bagi keluarga, masyarakat, dan bagi bangsanya.

2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him. 105-106
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Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang bersifat
yuridis dan hal-hal yang bersifat non-yuridis, yaitu :
1) Hal-hal yang Bersifat Yuridis
a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
b) Keterangan saksi dan terdakwa
c) Barang bukti
d) Pasal-pasal yang bersangkutan
2) Hal-hal yang bersifat non yuridis maksudnya pertimbangan dari luar aspek
hukumnya, misalnya keadaan terdakwa, umur terdakwa, sikap dan pribadi

terdakwa, termasuk teori pertimbangan hakim.

a. Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti
arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.™®

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a) Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan

secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak

pidana.t*

13 Soerjono Soekanto, 1986, Op.Cit., him.132
14 Roeslan saleh, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, 1999, Jakarta: Akasara

Baru, him 75.
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b) Pelaku
Pengertian pelaku telah dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai
berikut:
“Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut
serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya
melakukan perbuatan”.

c) Penyertaan (Deelneming)
Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu
orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan.
Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua
orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada
dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana
dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya
dengan orang lain.*®

d) Penggelapan
Penggelapan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melawan hukum
untuk memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain. Penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
berdasarkan pasal 372 KUHP

e) Penipuan atau Perbuatan Curang
Penipuan adalah tindak pidana dengan melawan hukum untuk menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

15 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama,2011, him 174
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untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang. Penipuan diancam dengan penjara paling lama
empat tahun berdasarkan pasal 378 KUHP.
f) Koperasi

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang perkoperasian:
“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
Koperasi.”

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan

dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup,

tujuan dan kegunaan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian
umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian
penegakan hukum, pengertian tinjuan umum tindak pidana, tinjauan umum
tentang penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku

bunga.
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I11. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode
ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data,
prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian
memerlukan suatumetode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari

penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari permasalahan yang telah
dirumuskan yang memuat tentang karakteristik responden,
Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dan penipuan usaha
perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga dan perimbangan hakim

dalam menjatuhkan hukuman bagi terpidana tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan
saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas



1.  TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu
orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan.
Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang
atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang
atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat
disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang

lain.

Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam suatu delik

tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming

menurut sifatnya terdiri atas:®

a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjabawan dari setiap peserta
dihargai sendiri-sendiri.

b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta

yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

16 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,
him 497-498
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Bentuk-bentuk Deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-
ketentuan pidana dalam pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

1) Plegen

Mereka yang melakukan tindak pidana (plegen) jika mengacu kepada orangnya
disebut dengan pembuat pelaksana (plegen), adalah orang yang karena
perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanda ada perbuatan perbuatan
pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini
syarat seorang pleger adalah sama dengan syarat seorang dader. Perbedaan pleger
dengan dader adalah terhadap pleger masih diperlukan keterlibatan orang lain baik
secara psikis maupun pisik, hanya saja keterlibatan orang lain ini harus sedemikian
rupa sehingga perbuatan tersebut tidak sebagai penentu dalam mewujudkan tindak
pidana yang dilakukan.’

2) Doen Plegen

Didalam doen plegen terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan
bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang,
dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelectualis, yaitu orang yang menyuruh
orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak
sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan
actor intelectualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya,

karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf.8

17 Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2015), Op.Cit, hal.44
18 Mahrus, Op.Cit, hal 128
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3) Medeplegen

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil dengan
berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-
sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan
bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu
pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan
suatu kehendak bersama antara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama
melaksanakan kehendak itu.® Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan
dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja
sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang
terjadi.Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang
telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.?

4) Uitlokking

Ada perbuatan “‘uitlokken” (menganjurkan, membujuk) apabila si “uitlokker’
(penganjur, pembujuk) menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam
Pasal 55 ayat (1) butir 2 KUHP. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara
bentuk menyuruh melakukan (doen plegen) dan menganjurkan melakukan
(uitlokken). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam uitlokker pun
terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang
yang menganjurkan (actor intelectualis) dan orang yang dianjurkan (actor
materialis). Bentuk penganjurannya adalah actor intelectualis menganjurkan orang
lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Uitlokker adalah orang

yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana

19 Maramis, Op.Cit, hal 217
20 1bid, hal. 126-127
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orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena
terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP.

5) Medeplichtighe

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi,
atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan
tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.
Dikatakan ada pembantuan apabila ada orang atau lebih, yang satu sebagai

pembuat, dan yang lain sebagai pembantu.?

Menurut Lamintang , hakim tidak perlu menyebutkan secara tegas bentuk-bentuk
keturutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, oleh Kkarena
pencantuman dari peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sebenarnya telah
terjadi itu sendiri sebenarnya telah menunjukkan bentuk keturutsertaan yang
dilakukan oleh masing-masing peserta didalam suatu tindak pidana yang telah
mereka lakukan.??

Penyertaan (Deelneming) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

1) “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.
b.Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan
menyalahgunaan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan,
ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan
memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan
sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang
bersangkutan.”
2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang

21 Kanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta, Storia
Grafika, 2012)

22 |_amintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997, PT. Chitra Aditya Bakti, Bandung,
him 615-633
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dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain,
berikut akibat-akibatnya.
Ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 56 KUHP adalah sebagai
berikut:
“Dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan, yaitu:
1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan
kejahatan terssebut.

2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, saran-saran atau
keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.”?

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat
yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga
dicela atau si pembuatnya tidak dapat dicela. Pada hal yang pertama, maka si
pembuatnya tentu dapat dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya
tentu tidak dapat dipidana?*. Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:°
“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban.
Perbuatan pidana hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang. Apakah
seseorang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung
pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai
kesalahan atau tidak. Apabila dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (culpabilitas), yang

didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang

didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas

23 Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, ketentuan pasal
55 dan 56

24 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan ke-I, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1982, him. 75-76.

%5 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, him. 75.
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yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal
tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious
liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah
kesesatan(error) baik kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun
kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.?®

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian
(culpa), sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam,
yaitu sebagai berikut :
a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas
dikenakan hukuman pidana.
b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan
untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar

bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.?’

Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa

dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa

26 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. Bandung, Citra Aditya Bakti, him. 23.
27 Moeljatno, Op. Cit, him. 46.
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itu merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa
mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan tidak
menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak
hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu
kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya itu maka diciptalah delik
kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri

sudah diancam dengan pidana.?®

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu :

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan
terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.
Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan.
Terdakwa sama sekali bahwa akibat yang dilarang perbuatannya. Kekeliruan
terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan
timbul hal mana sikap berbahaya.

2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,
mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,
kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/cara

melakuka perbuatan.?®

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme
untuk  menentukan  apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka

dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk

28 |bid, him. 48
2% Ibid, him. 48
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dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya
itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang
dilihat dari  sudut terjadinya tindakan yang dilarang,  harus
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang melawan hukum serta tidak ada
alasan pembenar atau peniadaan yang melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas
pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang
melakukan perbuatan sebagaimana yang diancamkan, ini tergantung dari soal

apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.*

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut
hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu :

a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si
pembuat.

b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang terkait dengan
kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan
pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.3!

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP
yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat,
tidak dipidana”.

Menurut Moeljatno, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain,

misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut

30 Moeljatno, Op. Cit, him. 49
31 Ibid, him. 50
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tidak dapat dikenakan. Apabila hakim menjalankan Pasal 44 KUHP, maka

sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu :

a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau
sakit berupa akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa keadaan ini harus terus menerus.

b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan
perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah
peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak

dapat dikenai hukuman.®?

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana
mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau
melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang
tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.
Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia
mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

1. Penggelapan

2|pbid, him.51.
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Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP
sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang
yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan
pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan
ratus rupiah.”
Lamintang memiliki pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama
dengan uraian Pasal 372 KUHP. Menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan
adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang
mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.
Menurut Lamintang, dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan
kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui

perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan

tersebut.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan
377 KUHP:
a. Penggelapan biasa
Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal
372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.
b. Penggelapan ringan
Pengelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana
yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

c. Penggelapan dengan pemberatan

3 p.A.F. Lamintang. Op. Cit. him 95
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Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang
yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya
atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)
d. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh
orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator,
pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang
suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375

KUHP).

2. Penipuan atau Perbuatan Curang
Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut
pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa
dan Pengertian yuridis, yang penjelasnnya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa
tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,
palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari
untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu
(mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut
dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai
suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau
bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk

kepentingan dirinya atau kelompok.3*

34 3, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364
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b. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat
dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan
dalam KUHP.Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi
melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga
dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan
menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:*®
“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat
(hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena
penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang

dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong

sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang

seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak

sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang
yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama
palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan
menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan
sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun

jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian.

Penipuan yang bersifat kecil kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut

% Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
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pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku

penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

D. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Sesuai dengan arti kata itu,
koperasi secara harfiah berarti kerja sama. Pengertian koperasi MenurutUndang-
Undang No. 17 tahun 2012 :

“Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai

modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Dari pengertian di atas tentang perkoperasian menghendaki agar koperasi dapat
dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Karena ekonomi rakyat harus
diberdayakan. Seluruh rakyat perlu menghimpun diri dalam koperasi agar dapat
bersaing dalam hal kualitas dan hidup berdampingan dengan badan-badan usaha
ekonomi lainnya, seperti BUMN dan badan-badan usaha ekonomi milik swasta.
Berdasarkan UU Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di ndonesia
berasaskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang
memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat-
berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Dengan menganut asas kekeluargaan telah
mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan
segala sesuatu dalam koperasi olen semua untuk semua, di bawah pimpinan
pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta

keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.®® Asas kekeluargaan tersebut

3% G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra , Bambang S., dan A. Setiady, Koperasi Indoesia,
(Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 18.
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memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau
kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin
bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyafan semangat
kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal
sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan
pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-
mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang

mencapai tujuan koperasi.®’

Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah
mendapat tempat yang pasti. Dasar hukum koperasi di Indonesia terbaru diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Di samping itu
khusus pada koperasi simpan pinjam terdapat landasan hukum yang diatur dalan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Simpan Pinjam oleh Koperasi.

E. Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang
terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek
prosedural akan di nomorduakan. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke
dalam empat bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, keadilan retributif, kedilan

komutatif, dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar

37 Ibid.
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segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini,
segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua
pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang

harus mendapat andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.®

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan
berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-
prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat
memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai
lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir
konstitusi, maka konsekwensinya menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan

dalam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil.
Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada
yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip,
yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil.®®

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum
ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa
lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis,

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya

38 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com
39 Sudarto. Op Cit. him. 64
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faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku
dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasinukum. Hakim semestinya
menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam
masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada
dalam peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana
undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil
keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga
keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan,

karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum
substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak
berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara
formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya
melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja
dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat
menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).
Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan
bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa
mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap
berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.*°

40 Sudarto. Op Cit. him. 65



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan

dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu menelaah kaidah-kaidah
hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca,
dikutip dan dianalisis*
Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh
pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang
sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah
memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini
merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori
dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti serta menggumpulkan
data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan

wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek penelitian yang

41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, him. 103
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berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.*?

B.Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data
lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data
kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis
data meliputi data sekunder dan data primer.** Data yang digunakan dalam
penelitian sebagai berikut:
1. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library
research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,
asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

a) Undang- Undang Dasar 1945

b) Undang- Undang

¢) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

d) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

e) Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

42 pPeter Mahmud Marzuki, 1bid, him. 104
43 |bid, him. 36,
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2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau
pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan
penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang
bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar atas putusan
pengadilan.*

3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku- buku
hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah
penelitian.

2. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (interview) dengan

narasumber penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk
memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Lumajang =1 Orang
2) Jaksa Pengadilan Negeri Lumajang =1 Orang
3) Dosen Bagian Hukum Perdata Universitas Jember =1 Orang +
Jumlah = 3 Orang

44 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014, him. 60-61.
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi
lapangan:

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah
dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data
secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang
dibutuhkan.*® Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview),
yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data
lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah
permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan

akurat untuk kepentingan penelitian.

“ Ibid,him.61.
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c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan
satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai

sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan
dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya
hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang
mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan.
Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan
berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian hukum (skripsi) ini terdiri atas 2 (dua) isu hukum sebagaimana telah
diformulasikan ke dalam masing-masing rumusan masalah. Selanjutnya dari kedua
isu hukum tersebut telah dibahas pada masing-masing sub bab pembahasan
sebelumnya yang sesuai dengan tema dalam skripsi ini. Adapun hasil akhir dari

pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penyertaan
penyalahgunaan usaha perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga
berdasarkan Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, terdakwa adalah
Hery Santoso Al. Henfa yang oleh Jaksa Penuntut Umum mengemukakan
dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan pasal 16 ayat (1)
Jo. Pasal 46 ayat (1) UURI Tahun 1998 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Alasan Jaksa Penuntut Umum mendakwa kepada terdakwa
dengan pasal tersebut, sebab Jaksa Penuntut Umum telah menemukan fakta-
fakta bahwa perbuatan terdakwa tidak diatur dalam Undang-undang tersendiri
misalnya Undang-undang Asuransi, Undang-undang Tentang Pasar Modal dan
lainnya dan di dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa semua unsur-

unsur telah terpenuhi. Dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
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Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa menyatakan
bahwa terdakwa Hery Santoso Al Henfa dinyatakan bersalah karena telah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Jaksa
Penuntut Umum, dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka
Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana
penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp, 10.000.000.000,-
(sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Hal-hal yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana penyertaan penyalahgunaan usaha
perkoperasian dengan modus menaikkan suku bunga berdasarkan Putusan
Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, terdiri dari berbagai aspek yaitu
berdasarkan keseimbangan demi kepentingan masyarakat terdakwa dan
kepentingan korban, penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan
dan pidana yang wajar bagi pelaku berdasarkan pendekataan keilmuan,
pendekatan pengalaman, dakwaan jaksa, alat bukti, tujuan pemidanaan, serta
memperhatikan teori keseimbangan, teori seni dan intuisi dan teori yang
berkaitan dengan masyarakat, Serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan.

B. Saran

Berkaitan dengan 2 (dua) isu hukum yang telah dibahas dan ditarik beberapa
kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beranjak dari beberapa

kesimpulan tersebut diperoleh beberapa saran sebagai berikut:
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1) Masyarakat dalam hal ini harus lebih memperhatikan dan tidak mudah
terpengaruh dengan ajakan berbagai oknum yang menawarkan untuk
berinvestasi atau menyimpan sebagian uangnya dengan ketetapan suku bunga
tinggi terhadap segala bentuk kegiatan usaha seperti koperasi yang dalam
menjalankan uasahanya tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan.
Selaku Ketua Koperasi hendaknya harus lebih memperhatikan dalam
mengawasi bawahannya dalam kegiatan perkoperasian agar semua kegiatan
simpan pinjam dalam koperasi tersebut tidak menyalahi aturan.

2) Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangannginya agar tidak
kelirudan bersungguh-sungguh dalam memutus perkara dikemudian hari,
karena dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berperkara
dipengadilan. Mengingat sifat dari tindak pidana di bidang perbankan
sangatlah kompleks kualifikasi tindak pidananya, maka sudah seharusnya
penegak hukum lebih cermat, teliti, akurat dan profesional dalam memahami
aspek-aspek hukumnya serta taat terhadap asas hukum berkaitan dengan
peraturan perundangundangan di bidang perbankan. Demikian pula terhadap
tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri dapat diterapkan ketentuan
pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
maupun ketentuan pidana diluar Undang-Undang Perbankan, misalkan

KUHP.
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